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Pajak Alat Berat Mulai Diberlakukan 

 

 

 

Sumber gambar : 

https://kliksamarinda.com/wp-content/uploads/2023/04/M-Udin.jpg  

 

SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim akan mulai 

memberlakukan aturan baru terkait retribusi pajak daerah pada tahun ini. Aturan baru itu 

merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). 

Hal itu disampaikan langsung Kepala Bapenda Kaltim Ismiati. Kata dia, setiap 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota wajib membuat Peraturan Daerah (Perda) 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “Maka setiap Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten atau Kota wajib membuatnya (Perda),” ucapnya. Selain itu, pajak yang 

mulai diberlakukan pada tahun ini, salah satunya untuk alat berat.  

Sesuai UU HKPD yang ber-laku 2024, untuk Kabupaten atau Kota dan Provinsi, pajak 

alat berat masuk dalam perda. "Sesuai UU HKPD yang berlaku 2024, tahun ini mulai 

kami pungut. Perda retribusi pajak yang baru harus sudah ada, baik dari Pemprov 

maupun Pemkab dan Pemkot," terangnya. 

Perda di lingkungan Pemprov Kaltim, diungkapkan Ismi, sudah rampung disusun 

bersama DPRD. "Nomor Perdanya sudah ada, dan telah ditandatangani Pak Menteri dan 

ditandatangani Pj Gubernur," ungkapnya. Pembagian pajak alat berat akan berdasarkan 
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perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). "Pajak alat berat sebenarnya pernah 

dipungut, tetapi dihentikan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017. 

Sekarang dengan perhitungan baru, pajak alat berat akan dipungut lagi," jelasnya.  

Sebagai informasi, PAD Kaltim di 2023 surplus Rp1,6 triliun. Angka itu lebih besar 

dibandingkan 2022 yang mencapai Rp9 triliun lebih. (kpg/dra/k8) 

 

Sumber berita: 

1. Kaltim Post, Pajak Alat Berat Mulai Diberlakukan, 24/1/2024 

2. Portal Berita Kalimantan, Pajak Alat Berat Mulai Diberlakukan di Kaltim, 

24/1/2024 

 

Catatan: 

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Permendagri 8/2024) 

bahwa yang dimaksud dengan Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB 

adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. 

2. Dalam Pasal 14 Permendagri 8/2024 diatur bahwa: 

(1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.  

(2) NJAB ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada 

minggu pertama bulan Desember tahun 2023. 

 


